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PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI
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KEGIATAN
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
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Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Juru Masak/chef Home stay
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PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Kunci utama kedatangan wisatawan atau suksesnya program pariwisata
sangat bergantung pada banyak faktor, jika kita perhatikan Undang — Undang No 9
Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang tertera di dalamnya ¢‘Peningkatan
Kompetensi SDM?’, seharusnya dapat dijadikan sebagai panduan untuk
menciptakan Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan unggul.

Promosi sekuat apapun, pembenahan obyek wisata sebagus apapun akan
sia-sia jika tidak disertai dengan penciptaan citra yang baik. Demikian juga soal
pariwisata Banten, kalau citra sudah tercipta dengan baik dalam arti segala aspek
yang ada di Sumber daya Manusia, diterapkan dengan sempurna otomatis

wisatawan akan tertarik dan akan datang ke Banten.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penerapan Kompetensi Bidang Pariwisata dalam rangka penciptaan Sumber
Daya Manusia Pariwisata bukan hanya tugas pemerintah tetapi lebih mantap dan
sempurna jika semua elemen masyarakat, pengelola Akomodasi maupun pelaku
pariwisata menjadi pelaku utama suksesnya program ini

Sudah saatnya bagi Provinsi Banten untuk berupaya bersama — sama
menciptakan sinergi antar daerah tujuan wisata dan menggalang potensi bersama
dengan mengedepankan keunggulan obyek masing-masing, kemudian sebagai bukti

nyata diperlukan pelatihan dan sertifikasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakanya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Juru
Masak/chef Home stay untuk menjadikan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten
lebih ahli dan mempunyai kompetensi dan kemampuan yang meningkat.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan Sertifikasi Kompetensi di Bidang
Pariwisata dengan bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi
terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja
tertentu sesuai dengan SKKNI bidang pariwisata, standar internasional dan/atau

standar khusus.
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D. SASARAN

Sasaran dan hasil dari kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Juru
Masak/chef Home stay adalah tersertifikasinya para para juru masak/chef Homestay

dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang.
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PELAKSANAAN

A. Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan Atas PP 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, - 3 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ditempatkan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Bab 1l pasal 7
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas
Pelaku

pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku

Ekonomi Kreatif melalui: pelatihan, pembimbingan teknis, dan

Ekonomi Kreatif, dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di
dunia usaha dan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

B. Ruang Lingkup Pekerjaan

1.

2.

Nama Kegiatan

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Lanjutan

Tolok Ukur/Sub Kegiatan

Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi juru masak/chef homestay

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

- Sertifikasi Peserta

Rincian Perkerjaan :

Uraian
Volume satuan Harga Satuan Jumlah
5.1.02.02.12.0001 | Belanja kursus singkat/pelatihan
Sertifikasi Peserta (1 orang/paket x 1 keg)
Id card Kompetensi 50 buah Rp20.000 Rp 1.000.000
Jasa Asesor Uji Kompetensi 50 orang Rp500.000 Rp 25.000.000
Jasa Asisten Asesor 50 Rp120.000 Rp 6.000.000
orang
Bahan uji praktek 50 Rp265.000 Rp 13.250.000
ure lembar P P
Bahan sewa Uji Praktek 50 paket Rp300.000 Rp 15.000.000
Alat Tulis Kantor 50 Rp30.000 Rp 1.500.000
buah
Sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) 50 lembar Rp50.000 Rp 2.500.000
Penggandaan Bahan Materi Skema Sertifikasi Uji Kompetensi 50 paket Rp35.000 Rp 1.750.000
Jumlah Rp 66.000.000
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1. Pejabat Pelaksana Kegiatan

Nama : Hj. Hayati Nufus, S.Sos, M.Si

NIP : NIP 19650808 200112 2 001

Pangkat / golongan  : Penata Ill d

Jabatan : Kasi Standarisasi dan kualifikasi SDM

2. Volume Perkerjaan
A. Sertifikasi Peserta sebanyak 50 orang

C. Organisasi Pelaksanaan
Demi kelancaran kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan didukung oleh :

1. Sumber Daya Manusia dengan Organisasi sebagai Berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Ketua : Kabid Sumber Daya Manusia Pariwisata
Sekretaris :  Kasi Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi

Sumber Daya Manusia

Anggota :  Pelaksana Standarisasi Kualifikasi Sumber Daya
Manusia
Anggaran : APBD Provinsi Banten TA. 2022
2. Waktu : 1 (satu) bulan

D. Rencana Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan 1 (satu) hari pada bulan maret 2022
dengan tahapan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi juru masak/chef homestay

bentuk Pelatihan sertifikasi uji kompetensi.

BULAN

KEGIATAN Jan | Feb | Mar [ Apr | Mei | Jun [ Jul | Agt [ Sept | Okt | Nop

Des

Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia  Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Lanjutan \

E. Hasil yang Diharapkan
Kegiatan ini diharapkan dapat Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

dan lama tinggal ke Provinsi Banten.
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PELAPORAN

A. Metode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan.

B. Sistem Pelaporan

Dalam kaitannya dengan kegiatan, maka pelaporan menjadi sangat
signifikan untuk diperhatikan. Dari pelaporan akan dapat dianalisis bagiaman proses
pelaksanaan kegiatan, serta seberapa berkualitas kegiatan itu dilaksanakan. Oleh
karena itu, sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan haruslah sistematis, kredibel,
akuntabel, jujur dan transparan

Serang, 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Selaku Pengguna Anggaran

Drs. M. Agus Setiawan A.W., M.Si
NIP. 19650526 199203 1 006






